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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Upaya-upaya perubahan dalam rangka mendorong perbaikan

pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan salah satunya melalui
Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana komunikasi dua arah dalam
rangka menyelaraskan keinginan publik dengan kemampuan penyelenggara
layanan atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Amanat tersebut
sebagaimana tertuang pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam
meningkatkan kualitas pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik
harus melibatkan pengguna layanan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan
publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak kewajiban
masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik
yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.
Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat atas implementasi
kebijakan Standar Pelayanan, perlu adanya koordinasi antara pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan pada Pasal 1 diatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan
mempertimbangkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan
kondisi lingkungan.

Sesuai siklus penyusunan Standar Pelayanan, FKP idealnya dilakukan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik paling sedikit satu tahun sekali guna
membahas kebijakan Standar Pelayanan yang telah diimplementasikan agar
relevan dengan kondisi-kondisi yang ada serta kebutuhan masyarakat itu
sendiri terhadap pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam FKP menjadi
salah satu upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik
yang adil, transparan dan akuntabel.

Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik, FKP juga
merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan
masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Bentuk partisipasi tersebut
diharapkan dapat mengurangi kecenderungan mempertahankan status quo
(resistance to change) dan budaya tidak menyukai risiko (risk aversion) oleh
Aparatur Sipil Negara sehingga praktik-praktik maladministrasi dapat
diminimalisir, sehingga Standar Pelayanan pada Bagian Umum, Bagian
Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana
diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 060/012/2022 tentang
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Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
perlu dievaluasi.

B. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah

tersusunnya Laporan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan
dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi
antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terhadap perumusan
kebijakan Standar Pelayanan guna menentukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaraan pelayanan. Proses FKP menjadi kesempatan bagi para
stakeholders untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada
penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna
layanan.

Sedangkan manfaat FKP secara umum untuk menyelaraskan
kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik agar
meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik melalui tercapainya
hal-hal berikut:
1. Memperoleh masukan dari publik terkait perumusan kebijakan Standar

Pelayanan;
2. Sarana mengajak dan mengedukasi publik atas kebijakan Standar

Pelayanan sebagai pedoman yang memperjelas batasan hak dan
kewajiban pengguna layanan maupun penyelenggara pelayanan;

3. Sebagai sarana pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini terfokus

pada evaluasi kebijakan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 060/012/2022 tentang Standar
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada:
1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
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BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Pra Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

a. Penganggaran
Anggaran pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi
Standar Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari
anggaran kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo.

b. Pemilihan Tema/Topik
Tema/topik Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar
Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diperoleh dari hasil Survei
Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan ditentukan
dalam rapat evaluasi Standar Pelayanan Sekretariat Daerah yang
diselenggarakan pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 08.00 WIB di Ruang
Kertonegoro Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

c. Pemilihan Stakeholder
Pemilihan stakeholder dilakukan dengan menyesuaikan tema/topik
yang diangkat, kebutuhan dan kemampuan penyelenggara, waktu
yang dimiliki stakeholder, jumlah yang menghadiri serta prinsip
keterwakilan stakeholder. Dalam hal ini stakeholders yang ditargetkan
untuk terlibat sebagai peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)
Evaluasi Standar Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten
Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang.

d. Pemilihan Narasumber
Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan pada tema/topik dan
kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam hal
ini penyampaian materi dilaksanakan oleh masing-masing Kepala
Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonosobo.

e. Lokasi
Lokasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar
Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah Ruang Rapat
Mangoenkoesoemo Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,
sedangkan secara daring peserta FKP dapat mengikuti acara melalui
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Zoom Meeting maupun Kanal Youtube Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah.

2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Bagian

dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo dilaksanakan secara hybrid pada:
Hari, tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Mangoenkoesoemo Sekretariat Daerah

Kabupaten Wonosobo

3. Pelaporan dan Tindak Lanjut
Setelah kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar
Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selesai, perlu dilakukan
pelaporan untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui
Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila terjadi komitmen yang mengikat
antara penyelenggara dan masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara.
Sedangkan hasil tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati dapat
disampaikan saat pelaksanaan FKP berikutnya atau dipublikasikan
secara luas.

B. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP
1. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah Bagian dibawah

koordinasi Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo dengan narasumber/pemateri sebagai berikut:
a. Kepala Bagian Umum;
b. Kepala Bagian Organisasi;
c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Peserta FKP ini merupakan berbagai perwakilan dari akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO, tokoh masyarakat, dunia
usaha, representasi pengguna layanan maupun media massa serta
sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah:

1) Sekretaris Daerah
2) Asisten Administrasi Umum
3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
4) Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
5) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6) Inspektorat
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7) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
8) Dinas Kesehatan
9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
11) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
14) Dinas Lingkungan Hidup
15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16) Dinas Komunikasi dan Informatika
17) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
21) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
22) Satuan Polisi Pamong Praja
23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
25) Badan Kepegawaian Daerah
26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Perwakilan Kecamatan:
1) Kecamatan Wonosobo
2) Kecamatan Garung
3) Kecamatan Kalikajar
4) Kecamatan Kaliwiro

c. Perwakilan Kelurahan:
1) Kelurahan Wonosobo Timur
2) Kelurahan Kertek
3) Kelurahan Leksono
4) Kelurahan Kejajar

d. Perwakilan Desa:
1) Desa Wonosari
2) Desa Menjer
3) Desa Blederan
4) Desa Kalierang

e. Perwakilan Puskesmas:
1) Puskesmas Watumalang
2) Puskesmas Mojotengah
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3) Puskesmas Wonosobo 1

f. Perwakilan Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat:
1) Universitas Sains Al-Qur’an
2) KITA Institute Wonosobo
3) PPNI Wonosobo
4) Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW)

g. Perwakilan Swasta:
1) Lovana Wedding Organizer
2) Story Wedding Organizer
3) Chandrika Wedding Organizer
4) Yanuar Club
5) Latec Club

h. Media Massa:
1) Wonosobo Ekspres
2) Tribun
3) Jawa Pos
4) sorot.com
5) Pesona FM

C. METODE PELAKSANAAN FKP
Metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar

Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonosobo adalah hybrid (daring dan luring) dalam bentuk
rapat umum.

D. SUSUNAN ACARA FKP

No Waktu Kegiatan Keterangan

1 08.30 - 09.00 Persiapan

Bagian Umum,
Bagian Organisasi dan
Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

2 09.00 - 09.10 Pembukaan Asisten Administrasi
Umum

3 09.10 - 09.30 Sambutan dan Arahan Sekretaris Daerah

4 09.30 - 10.30
Paparan Bahan Evaluasi
Kebijakan Standar
Pelayanan

Masing-masing Bagian
mendapatkan waktu 20
menit:
1. Kepala Bagian
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Umum;
2. Kepala Bagian

Organisasi;
3. Kepala Bagian

Protokol dan
Komunikasi Pimpinan.

5 10.30 - 11.15 Diskusi dan Tanya Jawab Asisten Administrasi
Umum

6 11.15 - 11.40

Penandatanganan Berita
Acara Forum Konsultasi
Publik Evaluasi Standar
Pelayanan

Bagian Umum,
Bagian Organisasi dan
Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

7 11.40 - 12.00 Penutupan Asisten Administrasi
Umum
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BAB III
HASIL PELAKSANAAN FKP

A. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan hasil konsultasi publik yang tertuang dalam Berita Acara

Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Bagian dibawah
koordinasi Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo dapat diidentifikasi beberapa permasalahan atas implementasi
kebijakan Standar Pelayanan pada Bagian Umum, Bagian Organisasi serta
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:
1. Persyaratan tujuan surat permohonan layanan yang terpisah-pisah antar

bagian;
2. Keselarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan dengan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang tercantum dalam Standar
Pelayanan;

3. Informasi kebijakan pemberlakuan Biaya/Tarif layanan;
4. Akses layanan secara digital;
5. Informasi ketersediaan kanal aduan bagi pengguna layanan; dan
6. Kualitas sarana dan prasarana yang tidak merata antar Bagian pada

Sekretariat Daerah.

B. ANALISIS
Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya

sebagai penerima/pengguna layanan, sehingga menimbulkan tuntutan
terhadap kualitas pelayanan prima yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Keselarasan ini perlu dicapai oleh pemerintah selaku penyelenggara
pelayanan dengan memperbaiki Standar Pelayanan melalui evaluasi
kebijakan yang berkelanjutan secara partisipatif.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Bagian
dibawah koordinasi Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo dalam bentuk komunikasi dua arah berhasil melibatkan
kurang lebih 56 peserta FKP untuk ikut berdiskusi dan menyumbangkan
saran, masukan serta gagasannya melalui rapat terbuka untuk mengevaluasi
pokok-pokok kebijakan Standar Pelayanan yang tertuang dalam enam
komponen service delivery meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan
prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan serta sarana
pengaduan.

Adanya beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat
sebagaimana termuat dalam poin identifikasi masalah di atas harapannya
dapat diminimalisir dengan informasi dan komunikasi terkait Standar
Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara pelayanan bersama
representasi pengguna layanan yang terlibat dalam kegiatan FKP tersebut.
Dalam hal ini, peningkatan kualitas layanan Bagian Umum, Bagian Organisasi
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serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo dapat dioptimalkan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan tujuan surat permohonan layanan yang dinilai

membingungkan pengguna/pemohon layanan dapat dioptimalkan melalui
mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Sekretariat Daerah;

2. Perlu evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan yang
mengacu pada Proses Bisnis masing-masing Bagian dibawah koordinasi
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;

3. Implementasi kebijakan PTSP juga dapat mempengaruhi kebijakan
sistem, mekanisme dan prosedur layanan yang efektif dan efisien antar
Bagian pada Sekretariat Daerah;

4. Regulasi sebagai dasar pemberlakuan Biaya/Tarif layanan pada Bagian
Umum Sekretariat Daerah perlu disosialisasikan kembali;

5. Optimalisasi kemudahan akses layanan berbasis digital melalui
pengembangan aplikasi layanan yang terintegrasi;

6. Pelibatan partisipasi publik melalui kanal aduan elektronik dan
non-elektronik yang tersedia perlu dioptimalkan melalui berbagai macam
bentuk publikasi; dan

7. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
Periode April - Juni (Triwulan II) Tahun 2023, kualitas sarana dan
prasarana mendapatkan respon pengguna layanan dengan nilai unsur
terendah, hal ini perlu dioptimalkan melalui evaluasi penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) atau dengan penerapan kebijakan
mekanisme PTSP.

C. RENCANA AKSI
Dari hasil identifikasi masalah dan analisis tanggapan yang masuk

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)
Evaluasi Standar Pelayanan Bagian dibawah koordinasi Asisten Administrasi
umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu disusun
rencana aksi/rencana tindak lanjut hasil konsultasi publik perbaikan kualitas
layanan sebagai berikut:
1. Penetapan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tentang

Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonosobo sesuai hasil evaluasi kebijakan Standar Pelayanan yang telah
dibahas dalam FKP selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2024;

2. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan dalam rangka
penentuan sistem, mekanisme dan prosedur pada Standar Pelayanan
dan pengembangan kebijakan model pelayanan terpadu
selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2024;

3. Optimalisasi layanan berbasis digital melalui aplikasi layanan terintegrasi
selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2024;

4. Sosialisasi Standar Pelayanan Bagian pada Sekretariat Daerah yang baru
baik melalui media elektronik maupun non-elektronik sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya pada
Triwulan I Tahun 2024; dan

5. Perbaikan sarana dan prasarana layanan sesuai dengan kemampuan
anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah selambat-lambatnya pada
Triwulan III Tahun 2024.
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